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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 
1. Pertanggungjawaban ketika timbul kerugian sebagai akibat dari 

konflik kepentingan dalam hubungan hukum antara Peserta RUA 

dengan Anggota lainnya pada Usaha Bersama tergantung pada 

pantas atau tidaknya kepentingan yang berlawanan. Ketika terdapat 

kepentingan yang tidak pantas pada Peserta RUA, maka Peserta 

RUA bertanggungjawab atas kerugian yang timbul pada Anggota 

sebagai akibat dari pelaksanaan wewenangnya. Namun, jika Peserta 

RUA dapat membuktikan bahwa keputusan tersebut diambil untuk 

kepentingan Usaha Bersama, maka pertanggungjawaban atas 

kerugian terletak pada Anggota, sesuai kewajibannya untuk 

menanggung kerugian Usaha Bersama. Ketika hanya terdapat 

kepentingan yang pantas pada Peserta RUA, maka Peserta RUA 

tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang 

timbul pada Anggota sebagai akibat dari pelaksanaan wewenangnya. 

2. Peraturan perundang-undangan seharusnya mengatur terkait tata 

laksana Usaha Bersama sehingga terdapat opsi bagi Anggota yang 

ingin berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan 

terkait transaksi fundamental Usaha Bersama pada RUA, agar dapat 

melakukan hal tersebut. 

 

5.2 Saran 
1. Sebaiknya pembuat undang-undang mengubah peraturan 

perundang-undangan untuk memasukkan standar yang jelas 

mengenai apa yang dianggap sebagai kepentingan yang pantas dan 

tidak pantas. Hal ini penting agar keputusan yang dipengaruhi oleh 

kepentingan pribadi, kepentingan finansial, dan konflik kepentingan 

akibat memiliki beberapa majikan atau peran memiliki batasan yang 

jelas. Pembuat undang-undang juga dapat mengubah peraturan 
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perundang-undangan agar suatu keputusan yang dipengaruhi oleh 

kepentingan yang tidak pantas menjadi tidak melawan hukum asal 

pengambil keputusan telah menjalankan kewenangannya dengan 

itikad baik serta kehati-hatian agar tidak menyebabkan kerugian bagi 

pihak yang seharusnya kepentingannya ia wakili. Dengan demikian, 

Peserta RUA tidak dapat diminta pertanggungjawaban selama 

mereka telah menjalankan kewenangannya dengan itikad baik dan 

kehati-hatian. 

2. Sebaiknya pembuat undang-undang mengubah peraturan 

perundang-undangan terkait penyelenggara usaha perasuransian 

berbentuk Usaha Bersama sedemikian rupa sehingga Anggota 

memiliki opsi untuk berpartisipasi secara langsung dalam 

pengambilan keputusan terkait transaksi Usaha Bersama yang 

bersifat fundamental pada RUA. 
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